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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan terdakwa awalnya dalam HIR disebut dengan pengakuan terdakwa, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri maupun dialami sendiri. Menurut M. Yahya Harahap dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan terdakwa.

 Beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. 

Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri 

Keterangan dakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. 

Menurut Martiman Prodjohamidjoyo terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidanagan harus dibedakan, keterangan yang di muka penyidik di sebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1), yaitu: 

Keterangan saksi, 
Keteranaan ahli, 
Surat, 
Petunjuk, 
Keterangan terdakwa
Dalam hal mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keteranagan saksi. Keterangan ahli, Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Surat, Surat adalah alat bukti yang sah, mengenai Surat diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Petujuk, Petunjuk adalah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keteranagan saksi. Mengenai keterangan Petunjuk diatur dalam KUHAP pada Pasal 188 yang berbunyi sebagai merikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Keterangan Terdakwa, Keterangan terdakwa adalah suatu keterangan yang disampaikan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

Eddy as. Hiariej mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.8 Untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Terkait dengan kedudukan keteranagan terdakwa sebagai alat bukti, maka sebagaimana kedudukan alat-alat bukti lainnya dalam perkara pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dengan demikian kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah tidak dapat berdiri sendiri untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian kedudukan keteranagan terdakwa sebagai alat bukti baru memiliki kekuatan pembuktian jika dibarengi dengan alat bukti lainnya, karena sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP yang memutuskan bahwa untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah, maka hakim harus memegang dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan 5 jenis alat bukti yaitu: Keterangan saksi, keteranagan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut, maka minimal dua alat bukti harus ada dan kedua alat bukti tersebut, harus dapat menciptakan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam perkara pidana, jika hanya satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja meskipun terdakwa mengakui sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana dalam putusan pengadilan.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang merupakan bagian dari keterangan terdakwa, maka hakim salah menerapkan hukum, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menggariskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2(dua) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Akibat Hukum Pencabutan BAP Oleh Terdakwa Di Muka Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana  
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan benar dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan dimaksud akan dapat dicapai dengan cara melakukan pembuktian terhadap pelaku sesuai dengan proses dan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-undang (KUHAP).

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan seringkali terjadi bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Keterangan yang dicabut terdakwa tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu hal yang ironi apabila seorang tersangka memberikan keterangan (pengakuan) di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya, mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pencabutan BAP tersangka oleh pihak terdakwa secara subtansial adalah penolakan terdakwa terhadap isi dari BAP tersebut. Secara subtansial pihak terdakwa dapat menolak atau tidak membenarkan keterangan yang sudah ia berikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan baik sebagian maupun keseluruhan dari isi BAP tersebut. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang meyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang dikemukannya di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapatlah digunakan oleh hakim sebagai unsur pembantu untuk menemukan kebenaran materiil dalam sidang pemeriksaan. Sebagai unsur pembatu keterangan terdakwa di luar persidangan walaupun sangat berkaitan namun belumlah dapat disebut sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Keduanya sangatlah berkaitan karena diungkapkan oleh satu orang yang sama, namun pada waktu yang berbeda, karena pada dasarnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (1) tersebut, secara implisit alat bukti keterangan terdakwa merupakan keterangan yang ia nyatakan di dalam persidangan. Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa BAP tersangka yang merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan diberikan ruang untuk dicabut secara substansial oleh terdakwa yaitu dengan cara membantah isi dari BAP tersebut pada saat sidang pemeriksaan.

Ruang akan pencabutan BAP oleh terdakwa juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.429 K/Pid/1995 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun phisik terhadap terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.6 akan tetapi meskipun diberikan ruang pencabutan BAP haruslah memiliki disertai alasan–alasan yang jelas, rasional, dan diterima, serta dapat dibuktikan.

Secara yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis.

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam penyidikan (BAP). Secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa diperbolehkan, karena terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP, dan juga karena keterangan terdakwa yang sebenarnya adalah keterangan yang diucapkan di muka sidang. Meskipun terdakwa diperbolehkan mencabut keterangannya, hakim di dalam persidangan harus mempertanyakan dan membuktikan apa yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya pencabutan tersebut.

Pada umumnya faktor-faktor yang menjadi dasar atau alasan pencabutan keterangan terdakwa antara lain : 

Terdakwa disiksa atau dipukuli pada saat penyidikan 

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. 

Adanya ancaman/ tekanan psikologis yang berlebihan dalam penyidikan

Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut keterangan yang telah diberikannya di depan penyidik, asalkan pencabutan dilakukan selama dalam proses persidangan serta mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar serta dapat dibuktikan oleh hakim.

Sepintas pencabutan keterangan terdakwa merupakan hal yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam peraktek di persidangan banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan karena hakim dalam persidangan tidak mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Apabila alasan pencabutan dapat diterima oleh hakim, maka pencabutan dapat dilakukan, dan sebaliknya apabila tidak dapat diterima maka pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dilakukan.

Apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan (pencabutan dibenarkan), maka pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yang berarti proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum. Akibatnya lebih jauh, proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Mengingat bahwa keterangan terdakwa memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana yang bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa harus cermat, karena ada kemungkinan terjadi kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Walaupun terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangan (pengakuan)nya di persidangan, namun kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit diterima oleh Hakim. Ini disebabkan karena alasan pencabutan yang diajukan terdakwa harus dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan. Apabila ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, maka pencabutan ditolak oleh hakim.

Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa setidaknya ada dua unsur yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menolak pencabutan keterangan pengakuan terdakwa yaitu: 

Unsur keterangan saksi verbalisan (penyidik)

Pada umumnya pencabutan keterangan terdakwa selalu terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan. Untuk memastikan semua itu, maka hakim harus memanggil saksi verbalisan (penyidik), guna melakukan cross check atau klarifikasi guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Apabila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap terdakwa, maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan dalam BAP dianggap tidak benar dan tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila dari klarifikasi ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Demikian besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. 

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan. Untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:

Dengan sumpah; 

Sumpah bertujuan agar saksi verbalisan (penyidik) dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Menghubungkan Keterangan Saksi Verbalisan dengan Alat-alat Bukti lainnya;

Dengan sekedar sumpah saja tidak cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh alat-alat bukti lain yang berkaitan dengan kebenaran keterangan saksi verbalisan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan kebenaran dan keyakinan keterangan saksi verbalisan

Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa. 

Selain keterangan saksi verbalisan yang menjadi dasar diterima atau ditolaknya pencabutan keterangan (pengakuan) terdakwa, ada juga unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa yang menjadi dasar atau alasan hakim menolak atau menerima pencabutan tersebut. Apabila pembelaan terdakwa sendiri secara lisan tidak ada kesesuaian dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa, maka hakim bisa menilai bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan (error in personal). Dengan demikian hakim dapat membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui klarifikasi antara saksi verbalisan dan peninjauan terhadap isi pembelaan terdakwa. 

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, terutama dalam hal hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa, juga hakim harus mempertimbangkan secara seksama, teliti, arif dan bijaksana semua alat-alat bukti, serta semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan. Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka hakim akan mendapat petunjuk dan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dalam penyidikan sehingga hakim yakin dan tidak ragu ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Akibat hokum dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan pembuktian dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Apabila pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka pencabutan akan ditolak sehingga membawa dampak bagi kekuatan pembuktian keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Atas penilaian ini, hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Yang menjadi pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan. Artinya bahwa, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan penyidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi hanya sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain.

Penyangkalan terdakwa melalui alat bukti lain yang dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Namun demikian, dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Akibat dari ditolaknya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Sebaliknya apabila pencabutan keterangan terdakwa diterima oleh hakim, maka hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa dipersidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.
Implikasi Pencabutan BAP Oleh Terdakwa Di Muka Persidangan Terhadap Putusan Akhir  
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia puncak penyelesaian perkara adalah suatu putusan dari pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
 Dalam pasal 18 dan pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.9 Dalam sistem peradilan, sesuai dengan penjelasan diatas hakim adalah pejabat yang berhak untuk memberikan putusan dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang membuat putusan pengadilan adalah hakim, maka putusan pengadilan dapat pula disebut putusan hakim.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Putusan akhir inilah yang dimaksud oleh penulis kaitanmya dengan implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengertian putusan pengadilan dilihat dari Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :  "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 

Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.


Praktiknya sesuai dengan pasal 1 angka 11 KUHAP putusan akhir dalam sistem peradilan pidana terdapat 3 jenis yaitu : 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHAP diatur dalam Pasal 192 ayat 2 KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Menurut Pasal 67 KUHAP menyatakan adanya larangan banding terhadap bebas, putusan lepas atas segala tuntutan hukum dan terhadap semua putusan pengadilan dalam acara cepat, baik putusan pemidanaan maupun putusan tanpa pemidanaan.
  Putusan bebas Pasal 67 KUHAP tersebut, putusan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, putusan tersebut berbeda dengan  putusan yang juga putusan lepas atas segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP dalam hal perbuatan yang didakwakan, tidak merupakan suatu tindak pidana.

Maksud pembentuk Undang-undang tentang kedua bentuk putusan tersebut dengan isi yang berbeda (kurang tepatnya penerapan hukum dan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana) jelas, yakni bahwa terhadap putusan lepas atas tuntutan hukum yang lain dari pada yang dimaksudkan oleh Pasal 67 KUHAP, larangan banding menurut pasal tersebut tidak terbukti.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat diartikan dalam dua arti yaitu :

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam arti luas. Disini termasuk juga pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi karena telah disebut sebagai pembebasan, maka disebut pelepasan dari segala tuntutan yang bersifat tertutup.

Pelepasan dari tuntutan hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini jika hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya keliru karena salah satu unsur diartikan salah tidak sesuai dengan maksud Undang-undang.

Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, hal ini terjadi jika :

Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke dalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya pada dakwaan melanggar Pasal  372 KUHP, unsur sifat melakukan hukum mengaku sebagai pemilik tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, hingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Terdakwa dalam keadaan :

Sakit jiwa atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP).

Keadaan memaksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP).

Membela diri (noodwear) (Pasal 49 KUHP).

Melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).

Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Keadaan terdakwa yang demikian itu, maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Dalam putusan yang mengandung pembebasan maupun mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. 

Putusan Bebas (vrijspraak vonnis) 

Putusan Bebas dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa diputus bebas".

Penjelasan  pasal 191 ayat 1 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah. Dengan demikian putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh hakim sebagai berikut :

Putusan tersebut tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (negatif wettelijke). Hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Tidak memenuhi azas hukum pembuktian. Dalam hal ini minimum pembuktian yang diisyaratkan oleh Undang-undang tidak dipenuhi, misalnya hanya ada satu saksi saja, hanya ada satu alat bukti saja. Sedangkan Pasal 183 KUHAP menentukan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau bersalah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah.

Putusan bebas pada umumnya terjadi karena penilaian dan pendapat hakim sebagai berikut :

Kesalahan terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Berarti disini perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena hakim berpendapat bahwa semua alat bukti dipersidangan tidak dapat membuktikan  kesalahan terdakwa.

Pembuktian kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagai mana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.   

Hakim tidak akan kesalahan terdakwa, meskipun kesalahan terdakwa dinilai cukup terbukti.
 

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi yaitu karena :

Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disebut oleh pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja atau hanya ada keterangan terdakwa saja tanpa diteguhkan dengan alat bukti lain. 

Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan (conviction intime) atau (conviction rasionee), akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.
 

Menurut John Z Loudoe, ketiadaan bukti ada dua macam yaitu :

Ketiadaan bukti yang oleh Undang-undang ditetapkan sebagai minimum bukti yaitu adanya pengakuan terdakwa saja atau adanya satu petunjuk saja tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.

Minimum pembuktian yang ditetapkan Undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua saksi atau dua petunjuk atau lebih tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Menurut R John Z Loudoe, bahwa  masih ada satu kemungkinan yang dapat ditambahkan, bukan dari segi lain yakni “kesalahan atau (schuld)” yang mempunyai pengertian bertalian dengan pertanggung jawaban pidana. Bila unsur (schuld) dalam bentuk dolus atau culpa tidak terbukti, berarti terdakwa tidak ada kesalahan maka terdakwa harus dibebaskan.

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan yang dibebaskan seketika itu juga. Kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa.

Jaksa segera melaksanakan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan itu diucapkan. Sedangkan terhadap barang bukti yang disita, pengadilan akan menetapkan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu, kecuali jika barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi. 

Berdasarkan pada asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua  alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesahan yang didakwakan.

Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan bebas  (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag) merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak menghukum atau memidana terdakwa. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan  putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Albert Aries bahwa  perbedaan putusan bebas dan putusan lepas, mengutip adalah pada putusan lepas (ontslag van rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin). 

Adapun contoh penerapan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada dalam undang-undang: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Arti Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut yakni dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, namun melakukannya pencemaran nama baik tersebut karena iterpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (onslag van recht vervolging) dan bukan putusan bebas (vrijspraak).

Perbedaan kedua jenis putusan ini terjadi konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHAP. Berbeda dengan aliran monoilstis yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggung jawaban pidana, dalam aliran dualistis unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas (vrijspraak) tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), atau biasa disingkat dengan sebutan “putusan lepas”.

Adanya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) akan berpengaruh terdapat  putusan pengadilan apakah menjadi putusan bebas atau lepas. Apabila terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP namun dalam pengadilan terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena bela paska (noodwear) Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka putusannya menjadi lepas (ontslag van alle rechtsvervolging) dan bukan bebas (vrijspraak).

Praktiknya, terdapat variasi dalam putusan bebas yaitu bebas tidak murni.  Putusan bebas murni terjadi apabila Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan akan tetapi namun unsur perbuatan dan akibat lainnya tidak dapat dibuktikan. Putusan bebas tidak murni ini kemudian yang dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum. Hal ini bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam lampiran angka 19 Lampiran surat keputusan tersebut tersebut terdapat penegasan berikut: 

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; 

Berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini dijadikan landasan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Natalagawa sehingga keluarlah Putusan Mahakamah Agung No. 275 K/Pid/1983. Pada putusan tersbeut muncullah istilah bebas murni dan bebas tidak murni.  Putusan Mahakmah Agung ini kemudian dijadikan yurispudensi bagi penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.114/PUU-X/2012  telah menghapus frase kecuali terhadap putusan bebas Pasal 244 KUHP.  Sebelumnya dalam Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan semua putusan bebas baik murni atau tidak murni ini menjadi dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Dalam pandangan penulis hal ini merupakan suatu kemunduran terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan tidak memberikan kepastian hukum kepada terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah dalam proses pengadilan.

Putusan pemidanaan (veroordeling).

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHAP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdapat bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.  Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi yakni dua alat bukti dan hakim yakni akan kesalahan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu jika terdakwa adalah residivis atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan adalah umur terdakwa masih muda bahkan jika ia masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukannya tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan yakni menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa atas menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya atau menyerahkan kepada pemerintah supaya diperlihara dalam suatu tempat pendidikan sampai umur 18 tahun.

Putusan pemidanaan segera setelah diucapkan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya yaitu :

Hak untuk menerima atau menolak putusan.

Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan.

Hak mencabut pernyataan sebagai mana dimaksud dalam angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Semua putusan pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika putusan hakim tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Budi Hidayat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan dua aspek pertimbangan yaitu :

Bersifat yuridis 

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Termasuk yurisprudensi yang menggambarkan kasus yang serupa. 

Bersifat non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminoligis dan filosofis.

Dalam kaitannya dengan pencabutan BAP oleh terdakwa di muka pengadilan dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim akan terpengaruhi secara tidak langsung, karena pencabutan BAP akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan akhir dari hakim akan dipengaruhi oleh diterima atau tidak diterimanya pencabutan BAP tersebut.

Ketika pencabutan BAP tersebut tidak diterima maka hal ini akan secara tidak langsung memberatkan terdakwa itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika pencabutan BAP dilakukan dengan alasan yang tidak logis maka akan menjadi suatu petunjuk bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini ditunjukkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 117 k/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa “pengakuan-pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Juga Putusan MA RI No. 229 K/Kr/1959 Tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Demikian pula Putusan MA RI No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”.

Yurisprudensi diatas menerangkan bahwa pencabutan BAP yang tidak berasalan dapat digunakan sebagai petunjuk oleh hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan ketika dianalisa dalam konteks logika, jika seorang terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku bersalah pada penyidik sewaktu pemeriksaan di tahap penyidikan kemudian ia menarik atau mencabut pengakuannya tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis dan terbutkti tidak terjadi hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa pengakuan terdakwa adalah benar, karena unsur yang membuat terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya pada penyidik tidak benar benar terjadi. Misalnya, unsur yang menghalangi terdakwa untuk tidak mengemukakan keterangan yang sebenarnya adalah karena intimidasi dari penyidik, namun ternyata setelah dibutktikan tidaklah ada intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam proses pemeriksaan, hal ini menunjukan bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa pada keadaan yang bebas dan mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dianggap bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan valid, termasuk jika dalam keterangan tersebut terdapat pengakuan oleh terdakwa itu sendiri mengenai tindak pidananya.

Pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan diterima oleh hakim. Jika alasan alasan yang digunakan oleh terdakwa dalam mencabut keterangannya dalam BAP dianggap sebagai keterangan yang logis dan rasional, maka secara tidak langsung akan mengubah salah satu dasar yang digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan kepadanya, karena keterangan terdakwa yang baru pastilah akan lebih menguntungkan terdakwa. Perubahan ini akan menyebabkan hal-hal yang dijelaskan dalam dakwaan akan lebih sulit untuk dibuktikan. Ketika dakwaan menjadi lebih sulit dibuktikan maka hal ini akan menyebabkan hakim dapat beranggapan sebaliknya dari pada apa yang didakwakan, sehingga akan lebih menguntungkan pihak terdakwa. Bahkan jika pencabutan BAP tersebut sangatlah berdampak krusial terhadap proses pembuktian sehingga tidak dapat terpenuhinya alat bukti minimal untuk menyatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau “virjpaark”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi.

Sebagai contoh adalah pada kasus dengan terdakwa bernama Arief Hariyanto yang sebelumnya divonis oleh Pengadilan Negeri Padang yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Padang (Sumatera Barat) selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta rupiah atas kepemilikan 0,3 gr shabu-shabu yang pada tingkat pengadilan negeri, ia melakukan pencabutan BAP penyidikan, diputus bebas di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.
 Alasan pembebasan oleh majelis Kasasi ini dikarenakan terdakwa pada saat proses penyidikan tidak didampingi penasihat hukum padahal ancaman hukuman yang disangkakan di atas 5 tahun penjara, selain itu Majelis Kasasi menilai pencabutan BAP oleh Terdakwa sah oleh karena sebelumnya terdakwa dibujuk oleh Penyidik untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut dengan janji bahwa orang yang diduga pelaku sebenarnya, RUM, akan segera ditangkap, namun hingga kasus tersebut diputus ternyata tidak dilakukan penangkapan terhadap RUM tersebut, hal lainnya yang menjadi alasan Majelis Kasasi mengabulkan permohonan kasasi terdakwa ini hingga akhirnya memutus bebas yaitu karena alat bukti yang bisa membuktikan shabu-shabu yang menjadi barang bukti hanyalah keterangan dua petugas polisi yang menangkap terdakwa, tanpa didukung alat bukti lainnya.

Dari penjelasan dan contoh diatas dapat dilihat bahwa Pencabutan BAP oleh terdakwa dimuka persidangan dalam sistem peradilan pidana yang disetujui oleh hakim akan memberikan keuntungan bagi terdakwa baik dalam putusan pemidanaan ataupun bahkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bebas atau “virjpaark”. Namun demikian diluar putusan hakim menerima atau menolak pencabutan BAP oleh terdakwa dipersidangan, hakim haruslah bijak dan bernurani dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam memori toelichting dari W.C.S. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Pencabutan BAP oleh terdakwa tidak boleh digunakan oleh hakim sebagai satu-satunya pertimbangan dalam putusannya. Menjadikan pengakuan Tersangka/Terdakwa sebagai sandaran dalam menentukan kesalahan Tersangka/Terdakwa serta menolak adanya pencabutan keterangan dari seorang Terdakwa tanpa penilaian/pertimbangan yang memadai akan membuat peradilan menjadi sesat yang berakibat adanya penjatuhan hukum yang keliru, sebagai contoh dapat dikemukakan :

Kasus Sengkon dan Karta yang termahsyur. 

Kasus Pembunuhan Wartawan Bernas (Udin) yang menggegerkan. 

Kasus Pembunuhan Di Kebun Tebu Jawa Timur dengan Terdakwa David dan Kemat yang menghebohkan, dimana kemudian diketahui pembunuh sebenarnya adalah si Jagal Ryan. 

Kasus Pembunuhan Dumak oleh Lasdi di Temanggung. 

Kasus Afrizal Tanjung dan Suwandi, yang kebetulan statusnya pengangguran dan lemah dari sisi pendidikan maupun ekonomi, status yang paling mudah untuk dikenakan tuduhan pidana, keduanya telah mendapat vonis yang keliru namun kemudian dalam tingkat banding keduanya dibebaskan. Padahal sesungguhnya baik vonis yang menghukum maupun yang membebaskan diperoleh dari fakta hukum yang sama. Bedanya, vonis tingkat pertama sepenuhnya mengambil alih konstruksi hukum dari Jaksa Penuntut Umun dan olahan Penyidik, sementara vonis yang membebaskan mengedepankan nurani. Pembunuh sebenarnya adalah Amiruddin. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pencabutan BAP oleh terdakwa secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan yang akan diberikan padanya, namun demikian pencabutan BAP oleh terdakwa tidak serta merta menggambarkan putusan yang akan diberikan padanya ketika diterima maupun tidak diterimanya pencabutan tersebut, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal mengenai perkara tersebut baik dari segi yuridis ataupun segi non yuridis.
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